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Menurut Hukum Islam dikenal dua gjaran kewarisan yaitu gjaran kewarisan Patrilinial dan gjaran kewarisan
Bilateral yang merupakan hasil ijtihad dari Prof.Dr.Hazairin. Sistem mawali dapat ditemukan pada gjaran
kewarisan Bilateral yaitu merupakan penafsiran terhadap Q.1V ; 33 (S. An Nisa). Sedangkan pada gjaran
Kewarisan Patrilinial tidak mengenal masalah mawali (ahli waris pengganti). Dan untuk menghadapi
masalah mawali ini, maka gjaran Patrilinial menggunakan gjaran Zaid bin Tsabit mengenai perolehan cucu.
Karena menurut gjaran Patrilinial, masalah mawali tidak ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dari kedua
gjaran tersebut akan timbul perbedaan dalam pembagian hasil warisan mengenai masalah mawali ini. Seperti
diketahui bahwa mawali dapat terjadi pada mawali terhadap anak pewaris (cucu), mawali melalui saudara
(keponakan), mawali melalui ibu pewaris (Nenek) dan mawali melalui bapak pewaris (kakek/datuk).
Apabila kita ambil contoh mengenai perolehan mawali terhadap anak pewaris (cucu) seperti dalam kasus
Said bin Bandul tersebut diatas, maka dapat terlihat perbedaannya yaitu: menurut gjaran Patrilinial, cucu
tidak berhak mewaris karena terhijab oleh anak laki-laki pewaris, sedangkan menurut ajaran Bilateral, cucu
berhak mewaris (mendapat bagian waris) karena cucu merupakan mawali bagi mendiang orang tuanya (anak
pewaris). Pengadilan Agama Jakarta Tiraur dalam menghadapi kasus tersebut biasanya mengadakan
persetujuan dengan para ahli waris yang lain agar cucu juga dapat mewaris. Karena umumnya Pengadilan
Agama menganut gjaran Patrilinial, sedangkan menurut gjaran ini cucu tidak berhak mewaris selama masih
ada anak laki-laki. Untuk menghindari hal tersebut, penulis menyarankan agar sebaiknya dibuat suatu
ketetapan/peraturan mengenai mawali ini agar terdapat suatu kepastian dalam pembagian warisan tersebut
khususnya mengenai mawali. Dan sebagai bahan perbandingan dalam skripsi ini juga dikemukakan
mengenai kedudukan dan perolehan ahli waris pengganti yang ditinjau dari segi Hukum Perdata
(KUHPerdata).
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